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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda

Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak
daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH
Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF, Terbitnya Surat
dari BKKBN Nomor 161/PK.01/F1/ 2024 Perihal
Perubahan harga BKB Kit Stunting, Rekomendasi
anggaran Belanja Tidak Terduga untuk bencana banjir
Kertajati, Terbitnya hasil verifikasi anggaran bantuan
keuangan khusus provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2024, maka kiranya perlu dilakukan
penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan

L'pranor\ Aalam Peniaharan Anoconaran Pendanata Aan
6 CALCLLlL Juduiciliil 1 \/LLJMU“L iy anxssul CA11 1 VLL\A“HML“LL \Aull.

Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2024;

D. bahwa Dberdasarkan perumbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan huruf
C angka 2 dan angka 3, Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023
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Daerah Tahun Anggaran 2024.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286j;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganii Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
TIndonecin ’!‘nhun 2{\")0 Namnr 4 Tamhahana

Indonesia Ta 022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
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14.

15.

16.

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anoonta nnxnar\ Perunlrzilan Do‘qrnf Naoerah (T oamharan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor ©057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tanhun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

imann fn'lah di-n nh Aenon Dnraturan Pr Ade

Qe"\n a a1t S
» uugu_u.xj.u.l.l.u e (& 8 il uUuviliigaa 4 i 4 1voiuuvia

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
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Dana Operasional {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

TrnA 1 ™ h 2N1RX NAam ~ i
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan 1m Daerah (Berlta

2018 tentang dan Layanan Umum erah

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemeriniahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
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2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk

Kegiatan  Tertentu, Perubahan  Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 972):
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Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Wahiinatean “ﬂﬁ;t\‘or\n]rn l\Tr\mnr A
aLre J.SI\.CL Yvwlii1ivi e 8

W
n

Peraturan Daerah Kabupaten Maj
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Vabupofprl Maialengka Tahun 2023 Nomor R):
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MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 59 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

TYAN DOIVT NT TA TT"DOATT M TIYITTNT ANT SAYNADODAN NN A
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Menetapkan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2023 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

[

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp3.180.286.093.718,00 (tiga triliun seratus delapan puluh miliar dua
ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
delapan belas rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Rp3.151.486.093.718,00

b. Belanja Daerah Rp3.165.286.093.718,00
Surplus/ (Defisit) (Rp13.800.000.000,00)
c. Pembiayaan
Daerah
a. Penerimaan Rp28.800.000.000,00
b. Pengeluaran Rp15.000.000.000,00

(9] S QAirciis

Pembiayaan Netto
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Rp13.800.000.000,00
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Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan
sebesar Rp3.151.486.093.718,00 (tiga triliun seratus lima puluh satu
miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu
tujuh ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5
(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp184.802.274.949,00
(seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak reklame;

b. pajak air tanah;

c. pajak sarang burung walet;

d. pajak mineral bukan logam dan batuan;

e. pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan
(PBBP2);

£ L2is S Py e Y Tl 5 SR, TR, S R, Ll ratieuishn R o s % AT T/
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dan

g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan sebesar Rp5.162.721.697,00 (lima miliar seratus
enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus
sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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puluh sembilan Juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu

sembilan ratus enam rupiah).

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

(6) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima
miliar rupiah}.

(7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar
Rp41.370.020.581,00 {empat puiluh satu miliar tiga ratus tujuh
puluh juta dua puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

(8) pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp62.278.242.765,00
(enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua
ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima
rupiah).
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Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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(2)

(3)

Pasal 6
Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp311.384.007.444,00
(tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta
tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiahj, yang terdiri
atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.
Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dianggarkan sebesar Rp299.195.535.522,00 (dua ratus
sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta
lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah),
yang terdiri atas:
retribusi pelayanan kesehatan;
retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
retribusi pelayanan pasar;
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retribusi pelayanan kebersihan,;

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf a dianggarkan sebesar Rp293.555.093.522,00

(dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh

lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua

rupiah).

h. Retribusi Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dianggarkan sebesar Rp2.089.392.000,00 (dua miliar
delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua
ribu rupiah).

i. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp785.750.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh

itk 3 \
ribu rupiah).
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j. Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.732.300.000,00 (dua
miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiahj.

k. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada APBD 2024
tidak dianggarkan.

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.000.000.000,00
(tiga puluh tiga miliar rupiah)

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dianggarkan sebesar Rp6.295.218.797,00 (enam miliar dua

ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu

tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
retribusi pemakaian kekayaan daerah;

retribusi pasar grosir/ atau pertokoan;

retribusi terminal;

retribusi tempat khusus parKkir;

retribusi rumah potong hewan;

retribusi penjualan produksi usaha daerah;

o FLQ o“gn



(4)

retribust penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar,

Grosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak;

retribusi penjualan produksi usaha pemerintah daerah;

Retribusi pemanfaatan aset daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar

Rp1.807.982.418,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta

sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan

belas rupiah ).

1. Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah).

m. Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢ pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

n. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

0. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e tidak dianggarkan.

p- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak dianggarkan.

Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar,

Grosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dianggarkan

scbesar Rpl.909.505.458,00 (satu miliar sembilan ratus
sembilan juta lima ratus lima ribu empat ratus lima puluh
delapan rupiah).

r. Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf h dianggarkan sebesar
Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

s. Retribusi penjualan produksi usaha pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dianggarkan
sebesar Rp701.730.921,00 (tujuh ratus satu juta tujuh ratus
tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

t. Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.741.000.000,00
(satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah).

Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dianggarkan sebesar Rp5.893.253.125,00 (lima miliar

delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga
ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan layanan Angkutan

Umum,;

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA);

Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan layanan angkutan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a pada

APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar

Rp4.154.453.125,00 (empat miliar seratus lima puluh empat

juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima

miniah
lupiaiij.

f. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar
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Rp1.738.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
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Pasal 10
Anggaran pendapatan transier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.567.219.318.470,00
(dua triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus
sembilan belas juta tiga ratus delpan belas ribu empat ratus tujuh
puluh rupiah) terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pendapatan Transfer Antar Derah.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruaf a dianoogarkan sebesar

ruruf a dianggarkan besa

Rp2.254.198.374.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat

miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh

empat ribu rupiahj, terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Insentif Daerah (DID); dan

c. Dana Desa;

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dianggarkan sebesar Rp1.928.335.820.000,00 (satu triliun

sembian ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima

juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan
sebesar Rp74.144.938.000,00 (tuJuh puluh empat mlhar
seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh

Aalanan rihit miniah)l
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b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan
sebesar Rp1.220.282.371.000,00 (satu triliun dua ratus dua
puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah);

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
dianggarkan sebesar Rp175.224.990.000,00 (seratus tujuh
puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan
ratus sembilan puluh ribu rupiah);

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Rp458.683.521.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar
enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu
ribu rupiah).

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dianggarkan sebesar Rp325.862.554.000,00 (tiga ratus dua puluh

m m i1t lim m
lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima

puluh empat ribu rupiah);

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.313.020.944.740,00 (tiga

ratus tiga belas miliar dua puluh juta sembilan ratus empat puluh
empat ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainya dianggarkan sebesar Rp197.681.873.156,00 (seratus
sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu
juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh
enam rupiah);
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b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainya pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan
sebesar Rp115.339.071.314,00 (seratus lima belas miliar tiga
ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga
ratus empat belas rupiah).

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar
Rp3.165.286.093.718,00 (tiga triliun seratus enam puluh lima miliar
dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh
ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
a. belanja operasional,

1

belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal i3

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.273.877.085.023,00 (dua
triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tujuh
puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan sebesar Rpl1.305.278.277.771,00 {satu triliun tiga
ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dianggarkan sebesar Rp879.894.394.252,00 (delapan

ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh
empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima
puluh dua rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dianggarkan sebesar Rp84.804.413.000,00 (delapan puluh empat
miliar delapan ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu
rupiahj.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dianggarkan sebesar Rp3.900.000.000,00,00 (tiga miliar
sembilan ratus juta rupiah).
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Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Anggaran Belanja Pe.gawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rpl1.305.278.277.771,00
(satu triliun tiga ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan
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juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puiuh

satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya Aparatur Sipil Negara;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD  serta
KDH/WKDH;

g. belanja pegawai BOS; dan

h. belanja pegawai BLUD.

Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp834.351.512.666,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar
tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu enam
ratus enam puluh enam rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar
Rp138.440.435.035,00 (seratus tiga puluh delapan mi
ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga
puluh lima rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektifl
Lainya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp226.429.278.413,00 (dua ratus
dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.217.089.504,00 (tiga

puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluh

n miliar emnat
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Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.995.505.688,00
{satu miliar sembilan ratus sembilan puiluh lima juta lima ratus
lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar
Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta
seratus dua puluh ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h dianggarkan sebesar Rp66.601.336.465,00 (enam puluh enam
miliar enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat
ratus enam puluh lima rupiahj.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 15
Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp834.351.512.666,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga
ratus lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus
enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. gaji pokok ASN;
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9)

(10)

(11)

(12)

belanja tunjangan keluarga ASN;

belanja tunjangan jabatan ASN;

belanja tunjangan fungsional ASN;

belanja tunjangan fungsional umum ASN;

belanja tunjangan beras ASN;

belanja tunjanganPPh/ tunjangan khusus ASN;

belanja pembulatan gaji ASN;

belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;

belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan

iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

Gaji Pokok ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan sebesar Rp637.442.843.909,00 (enam ratus tiga
puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp59.016.996.014,00 (lima
puluh sembilan miliar enam belas juta sembilan ratus sembilan
puluh enam ribu empat belas rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.247.355.432,00
(sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima
puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp41.048.033.621,00 (empat
puluh satu miliar empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu
enam ratus dua puluh satu rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar
Rp14.856.797.953,00 (empat belas miliar delapan ratus lima
puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus lima puluh tiga rupiah).

Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f dianggarkan sebesar Rp37.106.194.590,00 (tiga puluh
tujuh miliar seratus enam juta seratus sembilan puluh empat ribu
lima ratus sembilan puluh rupiah).

Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar
Rp1.712.257.328,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua
ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)
Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h dianggarkan sebesar Rp10.227.109,00 (sepuluh juta dua
ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah);

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) huruf i dianggarkan sebesar Rp27.904.356.062,00

(dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima
puluh enam ribu enam puluh dua rupiah);

Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar
Rp1.516.425.852,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta empat
ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp4.490.024.796,00
(empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh empat
ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
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13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 pada APBD Tahun
Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar
Rp138.440.435.035,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat
ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan

c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
(2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan
sebesar Rp118.622.489.494,00 (seratus delapan belas miliar
enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh
sembilan ribu empat ratus sembilan puiuh empat rupiahj;

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan
sebesar Rp19.817.945.541,00 (sembilan belas miliar delapan
ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu
lima ratus empat puluh satu rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pada APBD Tahun
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Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf c dianggarkan sebesar Rp226.429.278.413,00 (dua ratus
dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah;

b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah;
c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;

d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
€. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

f. Belanja Honorarium.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp4.355.582.829,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta
lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh
sembilan rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah
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Rp2.904.304.584,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta tiga
ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
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SFTATY A

Belanja tunjangan proifesi guru (TPGj PNS Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dianggarkan sebesar
Rp210.440.280.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus
empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar
Rp3.980.198.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh
juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar
Rp4.735.713.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta
tujuh ratus tiga belas ribu rupiahj.

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dianggarkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus
ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

—
&

(4)

(5)
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Pasal 18
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan  sebesar
Rp36.217.089.504,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh
belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiahj,
yang terdiri atas:
belanja uang representasi DPRD;
belanja tunjangan keluarga DPRD;
belanja tunjangan beras DPRD;
belanja uang paket DPRD;
belanja tunjangan jabatan DPRD;
belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
belanja tunjangan alat kelengkapan lainya DPRD;
belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota

DPRD;

: 3
belanja tunjansml TE€SES Ui/,

belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota

DPRD;

k. belanja tunjangan Kkesejahteraan pimpinan dan anggoia
DPRD;

1. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada

dianggarkan sebesar Rpl.114.260.000,00 (satu
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ayat (1) huruf a dianggarkan
miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu
rupiah).

Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus
lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
empat ratus rupiah).

Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua
juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh
lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) huruf e dianggarkan sebesar Rpl1.615.677.000,00 {satu
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miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puiuh tujuh
ribu rupiah).

Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurut { dianggarkan sebesar
Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus
empat puluh satu ribu rupiah).

Belanja tunjangan alat kelengkapan lainya DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar
Rp190.159.200,00 (seratus sembilan puluh juta seratus lima
puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan angota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan
sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua
puluh juta rupiah).

Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar
dua ratus lima juta rupiah).

Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan
sebesar Rp10.944.131.904,00 (sepuluh miliar sembilan ratus
empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan
ratus empat rupiah).
Belanja tunjangan transportasi DPRD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 1 dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00
(sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu
rupiahj.

Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp477.540.000,00 (empat
ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar
Rp1.995.505.688,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh
lima juta lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:
. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
.belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak
daerah; dan
belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi
daerah.
Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp125.539.338,00 (seratus
dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus

tiga puluh delapan rupiah).
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Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.841.827,00 (tujuh
juta delapan ratus ratus empat puluh satu ribu delapan ratus
dua puluh tujuh rupiah).

Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rpl14.897.599,00
(seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh
ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp6.942.899,00 (enam
juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan

puluh sembilan rupiah).

Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan
sebesar Rp449.322,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu
tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rpl1.451,00 (seribu
empat ratus lima puluh satu rupiah).

Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar
Rp9.718.106,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu
seratus enam rupiah).

Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan

sebesar Rpl1.730.115.146,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh

juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak
dianggarkan.

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan  sebesar
Rp879.894.394.252,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar
delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan
puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri
atas:
belanja barang;
belanja jasa;

MllAlija puiliviiiidil adll,

belanja perjalanan dinas;

belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOS;

g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan

h. belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan sebesar Rp183.461.523.220,00 (seratus delapan
puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus
dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
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Rp183.461.523.220,00(seratus delapan puluh tiga miliar
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empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh
tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);

b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
pada APBD 2024 tidak dianggarkan.

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dianggarkan sebesar Rp208.590.023.038,00 (dua ratus delapan
miliar lima ratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu tiga
puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar
Rp131.069.861.261,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam
puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua
ratus enam puluh satu rupiah);

b. belanja iuran jaminan /[asuransi dianggarkan sebesar
Rp54.516.331.177,00 (lima puluh empat miliar lima ratus
enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh
puluh tujuh rupiah);

c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00
(tujuh juta rupiah);

d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar
Rp3.505.140.800,00 (tiga miliar lima ratus lima juta seratus
empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar
Rp2.571.395.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu
juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Tahun
Anggaran 2024 tidak dianggarkan;

g. belan]a sewa aset tetap lamnya dianggarkan sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

helanin ingn l{ono'LJfoﬂ 1~ ﬁctm]/c; dian arlr Sebesar

h. belanja jasa Itansi kons
Rp4.669.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh
sembilan Juta ruplah)

i. belanja jasa konsuitansi non konstruksi dianggarkan sebesar
RpS5.376.214.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam
juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

j. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)
dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar
Rp6.304.925.000,00 (enam miliar tiga ratus empat juta
sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan

I. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan
Pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan
puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

m. belanja sewa aset tidak berwujud dianggarkan sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dianggarkan sebesar Rp20.438.807.220,00 (dua puluh miliar
empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu
dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:

a. belanja pemellharaan tanah dianggarkan sebesar
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan

sebesar Rp4.164.746.350,00 (empat miliar seratus enam puluh
empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima

puluh rupiah);
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c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan
sebesar Rp13.954.133.004,00 (tiga belas miliar sembilan ratus
lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu empat
rupiah);

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan
sebesar Rp2.121.927.866,00 (dua miliar seratus dua puluh
satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus
enam puluh enam rupiah); dan

e. belanja pemeliharaan asset tidak berwujud dianggarkan
sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dianggarkan sebesar Rp55.985.100.096,00 (luma puluh
lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus
ribu sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar
Rp55.989.100.096,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus
delapan puluh sembilan juta seratus ribu sembilan puluh
enam rupiah);

b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran
2024 tidak dianggarkan.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.610.896.500,00 (dua miliar
enam ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu
lima ratus rupiah) terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.947.800.000,00
(satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus ribu rupiah); dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp663.096.500,00
(enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu
lima ratus rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f dianggarkan sebesar Rp120.344.032.108,00 (seratus
dua puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga puluh
dua ribu seratus delapan rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp22.643.397.600,00
(dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

{9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dianggarkan sebesar Rp265.816.614.470,00 (dua ratus
enam puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus
empat belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiahj.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp84.804.413.000,00
(delapan puluh empat miliar delapan ratus empat juta empat ratus
tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
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b. belanja hibah dana BOS; dan

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja Hibah kepada  Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar
Rp28.313.330.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga
belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat
niriaba, sukareila dan sosial yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan  dianggarkan  sebesar
Rp27.163.330.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus enam
puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela
dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus
lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf b dianggarkan sebesar Rp25.674.270.000,00 (dua puluh
lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah) keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Hibah
Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan
sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan

ratitia tiocn halag rihit miniah)
iTractuo Llsa veiao 11U 1 uylall’-

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga
miliar sembilan ratus juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk
belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp410.183.474.269,00
(empat ratus sepuluh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat
ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas:
belanja modal tanah;
belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dianggarkan sebesar Rpl1.000.112.586,00 (satu miliar seratus

dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)

keseluruhan di peruntukan untuk belanja modal tanah persil;

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp123.536.029.521,00

(seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua
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puiuh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri

atas:
a.

b.

belanja modal alat besar dianggarkan sebesar
Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar
Rp19.386.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus
delapan puluh enam juta rupiah);

belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan
sebesar Rp1.245.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat
puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

belanja modal alat pertanian dianggarkan sebesar
RpS/] 500.000.00 i ﬂwﬂuh empat 11ita lim

1.500.000,00 (lima pul juta lima ratus ribu
rupiah);

belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan
sebesar Rpi3.623.380.450,00 (tiga belas miliar enam ratus
dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat
ratus lima puluh rupiah);

belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
dianggarkan sebesar Rp2.195.630.000,00 (dua miliar seratus
sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan
sebesar Rp24.673.970.329,00 (dua puluh empat miliar enam
ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar
Rp1.475.450.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh
lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

belanja modal komputer dianggarkan sebesar
Rp32.844.225.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus
empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu
rupiah);

belanja modal alat peraga  dianggarkan = sebesar
Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah);

belanja modal rambu-rambu dianggarkan  sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

belanja modal peralatan olah raga pada APBD Tahun
Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

belanja modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar
Rp12.593.376.510,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan

puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus
sepuluh rupiah); dan

belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan
sebesar Rp15.184.497.232,00 (lima belas miliar seratus
delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh

ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp128.642.023.450,00
(seratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua

juta
atas:
a.

dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri

belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar
Rp114.110.023.450,00 (seratus empat belas miliar seratus

sepuluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

rupiah);
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b. Dbelanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar
Rp8.342.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh
dua juta rupiah); dan

c. Dbelanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan
sebesar Rp6.190.000.000,00 (enam miliar seratus sembilan
puluh juta rupiah);

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp143.527.724.930,00

{seratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta
tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh
rupiah), terdiri atas:

a. Dbelanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar
Rp80.051.942.930,00 (delapan puluh miliar lima puluh satu
juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus
tiga puluh rupiah);

b. Dbelanja modal bangunan air dianggarkan sebesar
Rp42.105.782.000,00 (empat puluh dua miliar seratus lima
juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar
Rp20.070.000.000,00 {dua puluh miliar tujuh puluh juta
rupiah);

d. Dbelanja modal Jaringan dianggarkan sebesar

Rp60.000.000,00 {enam puluh juia rupiahj; dan
e. Dbelanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan
sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat
puluh juta rupiah);
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp12.462.531.382,00 (dua
belas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga
puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas :

a. Ofiailja IMiGGan odilail perpusiaxkaan Gianggarkail s€ofsar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Dbelanja modal aset tetap lainnya BOS dianggarkan sebesar
Rp12.447.531.382,00 (dua belas miliar empat ratus empat
puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus
delapan puluh dua rupiah); dan

c. Dbelanja modal aset tetap lainnya BLUD dianggarkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f dianggarkan sebesar Rpl1.075.000.000,00 (satu miliar

tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud daiam Pasai
12 huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp7.501.310.000,00 (tujuh miliar lima
ratus satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

19. Ketentuan Lampiran [ diubah, dengan perubahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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.Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IV diubah, dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

Ll AE3 et et

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

" GIRLE s &
Pasal il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.
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pada tanggal 4 Juli 2024

AAAAA TOANT Y7 A

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

Diundangkan di Majalengka,
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

inan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

RATTAATTLY
MUMUH |

Y

IDIN, S.H., M.H.

NIP 19790930 200604 1 006





